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MOTO 

 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q. S. Al-Insyirah: 5-6) 

Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi harus memulai untuk menjadi 

hebat. (Zig Ziglar) 
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Kekerasan seksual merupakan isu yang sering dibicarakan di Indonesia. Setiap tahun 

terjadi banyak kasus pelecehan seksual, baik secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan 

seksual adalah tindakan kekerasan yang memaksa orang lain untuk melakukan kontak 

seksual yang tidak dikehendaki. Tindakan ini tidak hanya melukai fisik, tetapi juga 

memberikan dampak psikologis yang berkepanjangan. Kasus kekerasan seksual di 

Indonesia masih banyak yang tidak diselesaikan dengan baik, dan banyak korban yang 

tidak mendapatkan kepastian hukum. Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia 

terus meningkat, termasuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain itu, 

kekerasan seksual juga terjadi secara luas di dunia maya. Pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan undang-undang untuk menangani kekerasan seksual, namun masih 

diperlukan perhatian lebih untuk menangani masalah ini. Kekerasan seksual adalah 

kejahatan yang serius dan harus ditangani dengan serius pula. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan 

seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 30/2021). Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk memperjelas dan mengetahui pentingnya konsep 

persetujuan atau consent dalam undang-undang guna melindungi korban. Penelitian ini 

memiliki kegunaan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya 

dalam program kekhususan pidana tentang perlindungan korban tindak pidana 

kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan 

bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum 

tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis serta teknik 

penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan 

menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih baik tentang perbedaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual 

dalam berbagai regulasi, serta pentingnya konsep persetujuan dalam undang-undang 

guna melindungi korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan 

korban kekerasan seksual. 
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Perbedaan dalam jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat 

dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS), dan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 

30/2021). Dalam KUHP, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terbatas 

pada pasal-pasal yang mengatur tindak pidana keasusilaan, seperti perkosaan dan 

pencabulan. Namun, KUHP dinilai memiliki kelemahan dalam substansi hukum yang 

sempit dan kurang memadai dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Definisi 

perkosaan dianggap terbatas hanya pada hubungan seksual dengan penetrasi dari penis 

ke vagina, sementara pengakuan perkosaan sebagai kejahatan terhadap integritas tubuh 

dan seksualitas seseorang terbatas. UU PKS, yang merupakan undang-undang terbaru 

yang dikeluarkan, bertujuan untuk melengkapi peraturan yang ada dan mengatasi 

kekurangan dalam perlindungan hukum korban kekerasan seksual. Undang-undang ini 

mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan, penanganan, dan pemulihan hak korban 

kekerasan seksual. UU PKS memberikan penegasan yang lebih jelas tentang tindak 

pidana kekerasan seksual, termasuk mengenai definisi, sanksi pidana, dan prosedur 

hukum yang lebih rinci. 

Sementara itu, Permendikbud 30/2021 berkaitan dengan perlindungan korban 

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini memberikan pedoman 

kepada lembaga pendidikan tinggi dalam mencegah, menangani, dan memberikan 

perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Hal ini mencakup pembentukan tim 

khusus, prosedur penanganan kasus, serta dukungan dan pemulihan bagi korban. 

Secara keseluruhan, perbedaan jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan 

seksual antara KUHP, UU PKS, dan Permendikbud 30/2021 terletak pada cakupan 

substansi hukum, definisi, sanksi pidana, dan prosedur penanganan kasus. UU PKS 

diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih komprehensif dan efektif dalam 

melindungi korban kekerasan seksual, sementara Permendikbud 30/2021 fokus pada 

lingkungan pendidikan tinggi. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dilakukan 

melalui pencegahan, penanganan, dan perlindungan agar kejadian serupa tidak 

terulang. Hal ini memerlukan partisipasi dari keluarga, masyarakat, dan institusi 

pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak. Penanganan 

yang dilakukan meliputi layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan 

hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Perlindungan juga penting untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, dan tugas ini dilaksanakan oleh 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan lembaga lainnya. Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai hak-hak korban tindak kekerasan seksual, 

termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Undang-undang tersebut 

menegaskan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara yang harus 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak-hak korban meliputi hak atas 

informasi, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, layanan dan 

fasilitas khusus, serta penghapusan konten seksual yang terkait dengan kekerasan



xi  

 

seksual. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual juga diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Peraturan ini memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di 

perguruan tinggi melalui pendampingan, pemulihan, sanksi administratif, dan 

perlindungan identitas. Perguruan tinggi yang tidak mematuhi peraturan tersebut dapat 

dikenai sanksi administratif, seperti penghentian bantuan keuangan atau penurunan 

tingkat akreditasi. Pentingnya konsep persetujuan atau consent juga perlu diperjelas 

dalam undang-undang untuk melindungi korban pelecehan seksual secara lebih efektif. 

Pentingnya konsep persetujuan atau consent dalam undang-undang adalah untuk 

melindungi korban kekerasan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin 

perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan. Meskipun KUHP 

mengatur kejahatan kesusilaan, dibutuhkan undang-undang khusus yang mengatur 

kekerasan seksual secara luas. Pada tahun 2022, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 

disahkan oleh DPR. Untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan khusus. Paradigma 

sexual consent menjadi isu kontroversial, namun penting dalam memperkuat 

kebebasan dan otonomi perempuan secara seksual. Terdapat perbedaan pendapat 

mengenai konsep consent, namun penting untuk menegakkan persetujuan yang jelas 

dan tidak ada paksaan dalam hubungan seksual. Persetujuan juga dapat ditarik, dan 

tanggung jawab menghentikan kekerasan seksual ada pada pelaku, bukan korban.
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ABSTRAK 

 

Materi ini membahas dua pertanyaan terkait perlindungan hukum bagi korban 

kekerasan seksual dan konsep persetujuan dalam konteks hukum. Pertanyaan 

pertama menyoroti perbedaan dalam jaminan perlindungan hukum bagi korban 

kekerasan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- 

undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS), dan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 

30/2021). Penelitian menyelidiki ketentuan yang ada di masing-masing undang- 

undang dan peraturan untuk mengetahui perbedaan perlindungan hukum yang 

diberikan, termasuk dalam hal definisi kekerasan seksual, sanksi pidana, prosedur 

penuntutan, dan upaya perlindungan korban. Pertanyaan kedua berfokus pada 

pentingnya konsep persetujuan atau consent yang jelas dalam undang-undang untuk 

melindungi korban. Abstrak ini meneliti relevansi konsep persetujuan dalam hukum 

terkait kekerasan seksual, dengan mempertimbangkan bagaimana definisi dan 

penjelasan tentang consent dapat mempengaruhi proses hukum, identifikasi korban, 

dan pemahaman terhadap pelaku. Dalam konteks ini, penelitian juga membahas 

upaya yang dapat dilakukan untuk memperjelas dan menguatkan konsep 

persetujuan dalam undang-undang agar korban kekerasan seksual dapat diberikan 

perlindungan hukum yang lebih baik. 

Dalam kesimpulannya, abstrak ini menyajikan pemahaman tentang perbedaan 

jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam KUHP, UU 

PKS, dan Permendikbud 30/2021. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya 

konsep persetujuan yang jelas dalam undang-undang sebagai langkah penting untuk 

melindungi korban kekerasan seksual. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

wawasan lebih lanjut dalam mengembangkan kerangka hukum yang memadai dan 

efektif dalam melindungi korban kekerasan seksual, serta mendorong harmonisasi 

antara peraturan yang ada. Implementasi jaminan perlindungan hukum yang 

konsisten dan konsep persetujuan yang jelas dapat membantu memastikan bahwa 

korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan yang layak, sementara 

memberikan dorongan bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk terus 

meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara 

menyeluruh. 

 

Kata kunci (keywords): perlindungan hukum, kekerasan seksual, persetujuan.
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